JIr NOTULENSI
III- PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. PETUGASPERSIDANGAN

Desk 01

Provinsi : Kalimantan Selatan
PimpinanSidang 1
Pimpinan Sidang 2
Notulis Aplikasi : Rizki Ayuni Putri
Notulis Offline: Anom Cahyo Galih Pranoto
Pembahas :

: Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D
: Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D

Pemerintah Daerah

Kementerian/Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

1. BappedaProvinsiKalimantan Selatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Dinas Koperasi dan UKM

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perkebunan dan Peternakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

9. DinasKesehatan

W

® N o wu

Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Kementerian Kesehatan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Kementerian Koperasidan Usaha Kecil
Menengah

Kementerian Pertanian

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Ketenagakerjaan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB)

Direktorat Transportasi

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan
Penanggulangan Bencana

Direktorat Industri, Pariwisatadan
Ekonomi Kreatif

Direktorat Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, Menengah, dan Koperasi
Direktorat Pembangunan Daerah
Direktorat Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Direktorat Sumber DayaAir

Direktroat Pangan dan Pertanian
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BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Bad

adan Perencanazn Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan:

- A. Waktu Rakortekrenbang sudah
disampaikan semua argumentasi

- B. Merupakan kebutuhan Kalsel
sebagai GerbangLogistik
Kalimantan

- C.Keberadaan Jembatan Pulau
Kalimantan sudah dibuatKSP Il

Kementerian PUPR :

- A. Pelaksanaan RENCUM masih di
2035

- B. DED masih perlureview design

- C.Untuk mekanisme pembiayaan
belum clear sepenuhnya

- D. KPBU ada studi kelayakan,dan
belum

Dit. Transportasi :

- A. Merupakan jembatan khusus,
butuh rekomendasi Komisi
KeselamatanJembatan dan
Terowongan Jalan (KKITJ)

- B. Perlupenerbitan sertifikasi
design dari Kementerian PUPR

- C.DED perlu direview

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K Kat
Usulan Kesepakatan A EL e el
1 Jembatan Kementerian Pekerjaan
Kab. Kotabarudan
Penghubung 6745 1 Dokumen M Umum dan Perumahan
Kab. Tanah Bumbu
Pulau Rakyat
Kalimantan " :
Pulau Laut Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
. . 02 Kemiskinan MenujuNol Persendan 04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas
02 Transformasi Ekonomi ) .
Menurunnya Ketimpangan Ekonomi
Program Kegiatan KRO RO Diakomodir,
2409 - Pelak P i dengan
GA - Program Infrastruktur § e. aksanaan re.serva5| RBF - Prasarana Bidang 003 - Pembangunanlembatan catatan
Konektivitas dan Peningkatan Kapasitas Konektivitas Darat (Jembatan) | Kawasan Prioritas (ProPN) klat
Jalan Nasional nomenkiatur
menjadi
Catatan dan Tanggapan Penyelesaian
DED
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PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

D. Anggaransudah disiapkan 500
Miliar

E. Butuh supportdari pusatuntuk
anggaranyangdibutuhkan

F. Dibutuhkan kuranglebih total 3.6
Triliun

G. Terdapat Pelabuhan Trisakti yang
akandihubungkan

H. KKJTJ sudah diproses, 2024 akan
selesai

|. DED dalamproses review

J. FS 2014, DED review 2020

K. Lahan sudah siap,sudah memiliki
kajian

L. Akan ditindaklanjuti segera

E. FS, OBC dan FDC belum

F. RC dan DED belum direview
PUPR

G. Review DED barudari Pemda,
harusnya PUPR

H. Rekomendasi review design
dengan KKIJTJ

|. Belum dapat dilakukan
pembangunan fisiknya pada tahun
2025 (butuh waktu 3 tahun terkait
RCnya)

J. Penyelesaian RCbisa dilakukan
pada tahun 2025 (Review DED)

K. TM PUPR sudahdilakukan, tidak
ada Jembatan Penghubung Pulau

D. Perlu menunggu terkait review
design sebagai syarat

E. Menengok proses pada
Jembatan Bintanyang sudah
masuk dalam greenbook,
prosesnya juga cukup lama

F. Perludilakukan kosolidasi
Bersama antara Pemda dengan
Pemerintah Pusat

G. Tahun depan akan konsolidasi
kesiapan.

dengan PUPR untuk mengklarifikasi Kalimantan
dokumen
M. Pembiayaan kolaborasi, DED
yang disusun merupakan DED
percepatan
N. APBD Kalsel yangakan
membiayai
APBD sudah didesign hingga 2029
Volume .
. . Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K kat
Usulan Kesepakatan el
2 Pembangunan 2 Unit Kota Banjarmasin | Kementerian Kesehatan Diakomodir,
Gedung Rumah
] dengan catatan
Sakit Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional untuk




BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

01 Transformasi Sosial

04 Daya Saing Sumber Daya Manusia
Meningkat

01 KesehatanuntukSemua

Program

Kegiatan KRO

RO

DG - Program Pelayanan
KesehatandanJKN

6789 - Penguatan Pelayanan
Kesehatandi Provinsi

UBA - Fasilitasi dan Pembinaan
Pemerintah Daerah

151 - Dukungan peningkatan
pemenuhanstandarsarana
prasarana dan alat kesehatan
puskesmasdan klinik pratama
(LP)

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :

A. Rumah Sakit tipe A, merupakan
RS rujukandi Kalimantan (RS Ulin
danRS Ansari Saleh)

B. DED RS Ulinsudahselesai 2019
E. Lahansudahtersedia

D. Amdal sudah tersedia

E. Luas 9345 M2

F. Dibutuhkan Pembangunan sarana
danprasarana

G. Usulan pertama untuk Pusat
Jantung Terpadu

H. Usulan 2 Untuk Pelayanan Pusat
Infeksi dan Saraf Terpadu

Kementerian Kesehatan :

- A. Untuk menu yangada di
Kemenkes adalah melalui
mekanisme DAK

- B. Untuk pemenuhan Alkes, ada
kebijakan dapatdiakomodir
melalui APBN

- C.Untuk detailnya masih dalam
pembahasan

Dit. KGM :

- A. Untuk kedua ditolak dengan
catatan

- B. Mengikuti kebijakan DAK, perlu
ada pembahasanlebihlanjutpada
DAK Fisik

- C.Usulanyangdisampaikan
merupakan Gedung, sehingga
Kemenkes tidak mengintervensi

- D. Belanja K/Ldifokuskan pada
lokus-lokusnya

- E. Untul Alkes dari K/L bisa
mendanai, namun untum
pemenuhan alatuntuk
mendukung KJSU danKIA

- F. Jikausulannyadiluar hal
tersebut, tidak dapat diakomodir

peralatan
kesehatan di RS
Ulin (karena
KJSU).
Sementara
pembangunan
gedung
diarahkanke
DAK (sesuai
arah kebijakan
dan menu)
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- G. Untuk menu dan lokasinyaakan
dibahas lebih lanjutpada arah
kebijakan DAK

Volume Hasil

No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
Kesepakatan

Usulan Kesepakatan

Prov. Kalimantan
Selatan, Kab. Tanah
Laut, Kab. Banjar,

3 Pembangunan
Early Warning
System  (EWS)

dan pengadaan Kab. BaritoKuala, | Badan Nasional
Mobil Tangki 27 27 Unit Kab. Hulu Sungai Penanggulangan Bencana Diakomodir,
Utara, Kab. (BNPB) dengan catatan
Tabalong, Kab. untuk
Balangan, Kota pemasangan
Banjarmasin EWS Sirine
dengan catatan
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional menyesuaikan
. . 05 Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju | 17 Resiliensi Terhadap Bencana dan dengan
05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Net Zero Emission perubahan Iklim rencana
pemasangan
Program Kegiatan KRO RO pengukur tinggi
muka air (TMA)
FA- Program Ketahanan 4284 - Peringatan Dini QEG - Bantuan Peralatan/ 001_— Pe ngua_ta_n Instrumen di BBWS PUPR
Bencana Sarana Peringatan Dini Bencana

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
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Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :

A. KRB Nasional

B. 5 Unit Mobil Tangki

C. Pengukur tinggi muka air dibagi
ke 7 Kab/Kota

D. Upaya untuk melestarikan
lingkungan

E. EWS untuk deteksi dini banjir

F. Mobil Tangki untuk mensuppot
kebakaran di Kalsel

G. Untuk mitigasi, pencebahandan
mengatasi bencana

H. Pada musimkekeringan
kekurangan armada yangstainless
danhigienis

I. Untuk pemprov untuk
mensupport nilaitempat

J. EWS ada dibeberapa daerahyang
sudahada, kendalanya ada
beberapa cabangaliran Sungai (jika
dipasanglaliranlainnya tidak
terdeteksi)

K. Kota Banjarmasin dan Kota
Banjarbarubelumada EWS

L. Operatornya sudah melatih dari
provinsi (tinggal peraltannya saja)

Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) :

- A EWS :sirinedanalat
pemantauan ketinggianair

- B. Alatpemantaunya ada di
Kementerian PUPR

- C.Alat pemasangansirinejuga
berkoordinasi dengan BBWS
setemat

- D. EWS yang dimintakan cukup
besar,apakah daerah sanggup
untuk pemeliharaannya

- E. Angka yang tersedia, tidak focus
pada pengadaan perlatanyang
bersifatkhusus seperti Mobil
Tangki (Lebih ke arah tenda
pengungsi dan peralatanair)

- F. Secara ROyang ada,yang bisa
diakomodir adalah EWS

- G. Namun perlu diperjelas titik
pemasangannya

- H. Proposalnyadiharapkan bisa
dikirimkan kepada BNPB

- 1. RO nya merupakan umum

Dit. TRPPB :

A. Renja BNPB adalah 2 kegiatan
di 2 unitkerjayang berbeda

B. EWSnya apa? Apakah EWS
Banjir, Longsor atau Kahutla

C. Perlu dipastikan kembali alat
deteksi bencananya sudah
terpasangbaru bisa diperkuat
dengan EWS sirine

D. Apakah sudah ada operator
EWS

E. Spesifikasinya perlu diperjelas
F. Apakah EWSnya di 7 Kab/Kota
sama peruntukannya

G. Untuk Mobil Tangki, hasil
Rakortek di tahun 2025 seluruh
perlatan difokuskan untuk
memenuhi peralatandasar

H. Item tersebut, walaupun ROnya
umum, hamun item-item yang
disepakati bentuknya tidak ada
tangka air

I. Padatahun 2022, sudah pernah
mendapatkan EWS (RiamKiwa)
agartidak terduplikasi

J. Usul untuk EWSnya
dicantumkanakan dipasangdi
Sungai apasaja

No

Usulan

Volume

Satuan

Lokasi Kab/Kota

Kementerian/Lembaga
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PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
——— PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Hasil
Usulan Kesepakatan
Kesepakatan
4 Jalan Lintas Kab. Barito Kuala,
Barat  Provinsi Kab. Tapin, Kab. . .
. ] Kementerian Pekerjaan
Kalimantan Hulu Sungai
148 148 Km Umum dan Perumahan
Selatan Selatan,Kab. Hulu Rakvat
. akya
Sungai Utara, Kab. Y
Tabalong
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
. . 02 Kemiskinan MenujuNol Persendan 04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas
02 Transformasi Ekonomi . !
Menurunnya Ketimpangan Ekonomi
Program Kegiatan KRO RO Ditolak,
2409 - Pelaksanaan Preservasi . menunggu
GA - Program Infrastruktur dan Peninekatan K it RBC- Prasarana Bidang 003 - PembangunanJalan studi dari
Konektivitas an emrTg atan Rapasitas Konektivitas Darat (Jalan) Strategis (ProPN) .
Jalan Nasional Kementerian
PUPR

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan:
A. Kebutuhan jalanlintassudah
sangatcrowded
B. Lintas barat menghubungkan
Barito Kuala hingga Tabalong
C. Sudah adajalan eksistingnya
D. Panjangjalansekitar176 Km
E. Lebar kurang lebih 20 meter

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat:

- A. Masukkategori rendah (0,8)

- B. Perludiceksecara keseluruhan
terkait VCR

- C.Terkait dengan VCR,
statementnya di atas 1, apakah
bisa direvisi

Dit. Transportasi :

- A. Merupakan jalanbaru

- B. VCRnya berapa? Kebihakan ke
depan 2025 difokuskan dengan
jalanyangada VCR

- C.2024 sudahada penanganan,
namun pada ruas tikungan di
Tanah Kuning, Marabahan




IIf
I

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

F. Apakah perludievaluasiVCR
tahun ini

G. Sudah ada penanganan, namun
belum tuntas

H. Jalaneksistingada kuranglebh
80,3 Km (Simpang Andir-
Kandangan)

I.JalanBaru 90,3 Km untuk
menghubungkan Kandangan,
Amuntai, sampai Tabalong

J. Pemda tidak melihat angka,
namun kondisi eksistingsaatini

D. Akan diberikan prioritas sesuai
dengan studi PUPR

E. Secara kapasistas, masih mampu
untuk menampung pergerakan

F. Apakah ada parkingon street
ataupasaryangtumpah ke jalan
G. Crowdednya perlu dikajioleh
PUPR

H. VCR rata-rata 0,2-0,6 (proyeksi
untuk 10tahun ke depan tidak
sampai 0,85)

I. Hasil studi PUPR, jika memang
layak dibangun maka bisa
diprioritaskan

J. Studinya masih hingga akhir

tahun ini
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K kat
Usulan Kesepakatan S CLELE L
5 Pengembangan Kementerian Pariwisata dan
Destinasi . Ekonomi Kreatif/Badan .
. L. 1 Kawasan Kab. Barito Kuala o . Ditolak, dengan
Prioritas Provinsi Pariwisata dan Ekonomi catatan
Kalsel (Kawasan Kreatif )
K diarahkan
Wisata Bawah — - .
Jembatan) Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional melalui menu

DAK menunggu

01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara
Maju

kepastianarah
menu DAK

02 Transformasi Ekonomi 07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Program Kegiatan KRO RO
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BAPPENAS
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
. RAM - SaranaBidang .
EA - Program Kepariwisataan 4314 - Pengembangan . . . 001 - Sarana Ruang Kre atif
. . . . Pariwisata, Ekonomi Kre atif e
dan Ekonomi Kreatif Infrastruktur Ekonomi Kreatif vang Difasilitasi
dan Kebudayaan
Catatan dan Tanggapan
Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas
Bappeda Provinsi KalimantanSelatan: | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi | Dit. IPEK:
- A. Pemanfaatan potensi yang ada Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi - A. ROnya ada di Kemenparekraf
pada di bawahjembatan Kreatif: - B. Butuh detail, untuk
- B. Bagiandari Kawasan Geopark - A pengembangan Kawasanatau
Meratus - B. pengembangan sarana kreatif
- C.lJika diarahkannya untuk DAK,
namun tidak dapatbisa dipastikan
karena arah kebijakannya tahun
depan apakahadabidang
pariwisata
Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
6 Pembangunan 1 1 Paket Kota Baniarbar Kementerian Koperasi dan "
u .
Pusat Usaha y Usaha Kecil dan Menengah Ditolak, untu
diarahkan
Layanan Usaha — " t k
Terpadu (PLUT) Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional sementara ke
i DAK (sesuai
Koperasi dan 01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 08 Perkotaan sebagaiPusat Pertumbuhan h
UMKM 02 Transformasi Ekonomi Mai P P & Ek . g ara
aju onomi kebijakan dan
. menu)
Program Kegiatan KRO RO
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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

EB - Program Kewirausahaan,
Usaha Mikro, KecilMenengah,

dan Koperasi UKM

4450 - Pengembangan
Kawasandan Rantai Pasok

Kawasan

RAI - Sarana Pengembangan

001 - Saranadan/atau
Prasarana dalamrangka

Pengembangan
Kawasan/Sentra UKM

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan:
A. RC sudahsiap
B. Tahun 2020 sudah dikembangkan
terus
C. PLUT ini diharapkan menjadi
wadah hilirisasi dan peningkatan
SDM di Kalimantan Selatan
D. Sudah ada concern dari Walikota
dansudahdidistribusikan produk
UMKM hingga ke luar negeri (Paris)
E. Pemda Kota Banjarbaru
membuat satu akwasan di belakang
Museum

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah :

- A. Diarahkan melalui DAK Fisik

- B. Menunggu arahandari
Kementerian PPN/Bappenas terkait
menu DAK tahun 2025

Dit. PUMKMK :
- A
- B.

Volume ;

. . Hasil

No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K

Usulan Kesepakatan Kesepakatan
7 Kawasan Karet Kab. Hulu Sungai
Volume . .
350 ) Ha Tengah danKab. Kementerian Pertanian
menyesuaikan . .
Balangan Diakomodir
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
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BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

02 Transformasi Ekonomi

01 Pendapatan Per Ka pita Setara Negara
Maju

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas
Ekonomi

Program

Kegiatan KRO

RO

EC-Program Nilai Tambah dan
Daya Saing Industri

5888 - Pengembangan
KawasanTanaman Semusim
dan Tahunan

Kawasan

RAI - Sarana Pengembangan

008 - KawasanKaret

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :
- A
- B

Kementerian Pertanian:

- A. Untuk Kawasan Karetsudah
direkomendasikan

- B. Untuk volume menyesuaikan

- C.Termasuk komoditas prioritas

Dit. PP :
- A
- B

Kegiatan

RO

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K K
Usulan Kesepakatan esepakatan
8 Pengembangan Kementerian Desa, Diakomodir
Kab. Tabalongdan R
Kawasan 2 2 Kabupaten Pembangunan Daerah sebagian
Kab. Tanah Bumbu . . .
Pedesaan Tertinggal dan Transmigrasi untuk
BUMDES
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional (pemodalan
0 ] . BUMDes dan
01 Transformasi Sosial 02 Kemiskinan M_enUJu NolPersendan 15 Lingkungan Hidup Berkualitas fasilitasi
Menurunnya Ketimpangan
perencanaan
Program KRO bisnis, dan

pelatihan
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Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

CT - Program Daerah
Tertinggal, Kawasan

Perbatasan, Perdesaan, dan
Transmigrasi

6468 - Pembangunan Desadan
Perdesaan

RBN - Prasarana Bidang
Pariwisata dan Kebudayaan

001 - Sarana Prasarana Desa
Wisata yang Dibangununtuk

Mendukung Destinasi
Pariwisata

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan:

A. Tabalong merupakan Kawasan
PusatAgrbisnis

B. Tanah Bumbu merupakan
Agroplitan

C.RC sudahtersedia

D. Tanah Bumbu sudah ada Perda
Kawasan Pedesaan

E. Luasnya 74.000 M2

F. 2024 proses revisi untuk
penambahan 5 desa

G. Progres hariini,Tabalongada
pembentuka FPKP

H. Diharapkan Kemendes PDTT
dapatmengintervensi
infrastrukturnya, bukan hanya soft
skillnya

Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:

- A. Kemendes PDTT 2025 pada
prinsipnyamendukung Wilayah
Metropolitan

- B. Telahdisampaikan ke Bappenas
yaitu Barito Kuala dan Banjar

- C.Usulanini apakah mendukung
terhadap 2 Kawasan (Barito Kuala
danBanjar)

- D. Kawasan Pedesaanini fokusnya
untuk apa padatahun 2025

- E. Untuk Bumdes, Kemendes hanya
bisa terkaitbeberapa fasilitasidan
penyusunanrencana bisnis,
promosi, dsb

- F. Apakah Bumdes atau Bumdes
Bersama

- G. Pada Rakortek disampaikan juga
jika ada perpindahan lokasi dari
Provinsi,dapatdiusulkanjuga ke
Kemendes PDTT dan Bappenas

Dit. PD:

A. Untuk Kawasan Pedesaan,yang
sudahdidesignada 2

B. Wilayah Metropolitandan IKN
dan Wilayah Tematik

C. Terdapat Kawasan lain di Barito
Kuala danBanjar

D. Apakah dari Tabalongdan
Tanah Bumbu atau berfokus di
Wilayah Metropolitan (Barito
Kuala dan Banjar)

E.

masyarakat
untuk
pengelolaan
BUMDes)




NOTULENSI

Ill- PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- H. Cantolannya IE8, dalamhal ini
untuk mendukung Kawasan
Wilayah Metropolitan maka untuk
mendukung WM

- |.Jika usulannya terkait Bumdes,
maka terkaitpermodalandan
pelatihan Masyarakatterkait
pengelolaan Bumdes

- J. Terkaitinfrastruktur dan
sebagainya, sepakatbahwa ada di
multisektor, namun terhalang
beberapa regulasi dan kewenangan
masing-masing sektor

Konektivitas

dan Peningkatan Kapasitas
Jalan Nasional

Konektivitas Darat (Jalan)

Akses Simpul Transportasi
(ProPN)

Volume i
. . Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
9 Jalan Halong - Kementerian Pekerjaan Ditolak, untuk
Paser 9 9 Km Kab. Balangan Umum dan Perumahan .
K diarahkan
Rakyat sementara ke
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional DAK (sehsua|
ara
. . 02 Kemiskinan MenujuNol Persendan 04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas kebijakan dan
02 Transformasi Ekonomi ) !
Menurunnya Ketimpangan Ekonomi menu) dan
didorong
Program Kegiatan KRO RO untuk
- meningkatkan
2409 - Pelaksanaan Preservasi . 005 - PembangunanJalan o
GA - Program Infrastruktur RBC- Prasarana Bidang status jadi

jalan nasional




NOTULENSI

Ill- PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :

A. Menghubungkan Balangan

dengan Kab. Paser,Kalimantan

Timur

- B. Upaya menghubungkan Kalsel
menuju IKN

- C.Panjangnya kuranglebih 9,8 Km

- D. FSsudahselesai di 2023

- E. Diperlukan penyusunan DED dan
jalantol (sekaligus)

- G. Masukke dalamBalanganyang
dekat dengan IKN

- H. Kelas jalan perluditingkatkan
dandilebarkan

- L

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat:

- A. Fokus dari PUPRsementara pada
SK Jalan Nasional

- B. JalanBaruyangstatusnya masih
Jalan Daerah, jika statusnya ada
peningkatan maka perludibahas di
RENCUM

- C.Belum ada di RENCUM,
diarahkan ke DAK

Dit. Transportasi :

- A. Sudah ada akses dari Paringin
ke Tanjung

- B. Saatini masihterfokus dengan
Paringin keTanjung

- C.Masihberfokus padajalan
nasional

02 Transformasi Ekonomi

02 Kemiskinan MenujuNol Persendan
Menurunnya Ketimpangan

08 Perkotaan sebagaiPusat Pertumbuhan
Ekonomi

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
Usulan Kesepakatan Kesepakatan

10 Pembangunan Kab. Banjar, Kota

Prasarana dan 250 250 Unit Banjarmasin,dan Kementerian Perhubungan

Penyediaan Kota Banjarbaru

Faskes Jalan Diakomodir

Nasional Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
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III' PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Program

Kegiatan KRO

RO

GA - Program Infrastruktur
Konektivitas

4639 - Keselamatandan
Keamanan Transportasi Darat

RAC - Sarana Bidang
Konektivitas Darat

053 - PerlengkapanJalan
(Prioritas Nasional)

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan:
- A
- B

Kementerian Perhubungan :

- A. Apakah merupakan ruas Jalan
Nasional

- B. Apakahsudah masukke dalam
prioritas di tahun 2025

Dit. Transportasi :
- A. Diakomdir
- B

IA-Program Perumahandan
Kawasan Permukiman

4840 - Penyelenggaraan

RBB - Prasarana Bidang

006 - Sistem Pengelolaan

Sanitasi yanglayak

PerumahandanPemukiman

Persampahan Skala Regional

Catatan dan Tanggapan

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
Usulan Kesepakatan Kesepakatan

11 | Pembangunan Kementerian Pekerjaan

Tempat 1 1 Unit Kota Banjarbaru Umum dan Perumahan

Pengelolaan Rakyat

Sampah Terpadu — .

(TPST) Regional Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional

Banjarbakula - — -

Pro:linsi 02 Transformasi Ekonomi ESelt;teerrc])SIIEtrisisEsTc:ril GRKMenurun Menuju 15 Lingkungan Hidup Berkualitas Diakomodir

Kalimantan

Selatan Program Kegiatan KRO RO




BAPPENAS

Kementerian Perencar

Perencanaan Pembangunzn Nasiona
Badan Perencanazn Pembznqunzn Nasiona

|

W

NOTULENSI

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :

- A TPST Regional,secararealita
untuk pengolahansampahnya tidak
maksimal

- B. Sampahrumah tangga dan
sejenisnya tidak terpilah

- C.Volume harian175Ton

- D, PKSyangbaruyang akan
dimasukanadalah Residu

- E. Untuk membangun umum TPA
maka diperlukan TPST

- F. Masukke dalamKawasan
Peruntukan Industri (Sampahdan
Limbah)

- G. Akan menjadi Industri Sampah
danLimbah

- H. Lahansudahdisiapkan dansudah
ditambah

- |.PKSnya sudah disampaikan dan
sudah di tandatangan oleh Kepala
Daerah

- J. Kesediaan menerima sudah ada
dari Gubernur dankesiapan
lembaganya sudah dilengkapi

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat:

- A. TPA dijadikan TPST

- B. Perludikaju PKS dengan Pemkot

- C.PKSyang TPST apakahsudah
disampaikan

Dit. Perkim :

- A. Mendukung adanya
Pembangunan TPST

- B. Asalkan pihak daerahnya sudah
siap

No

Usulan

Volume

Satuan

Usulan

Kesepakatan

Lokasi Kab/Kota

Kementerian/Lembaga

Hasil
Kesepakatan
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Ill- PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

12 Pembangunan
Jembatan Barito
Il

Kab. Barito Kuala Kementerian Pekerjaan
1050 1050 M danKota Umum dan Perumahan
Banjarmasin Rakyat
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional

02 Transformasi Ekonomi

02 Kemiskinan MenujuNol Persendan
Menurunnya Ketimpangan

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas
Ekonomi

Program

Kegiatan

KRO

RO

GA - Program Infrastruktur
Konektivitas

2409 - Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan Kapasitas
Jalan Nasional

RBF - Prasarana Bidang
Konektivitas Darat (Jembatan)

002 - PembangunanJembatan
Strategis (ProPN)

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan:

A. Jembatannya berbeda dengan
Mantuil

B. Jika duplikasidisana, kawasannya
sudahterlalucrowded

C. Menurut tinjauansudahtidak
layak dilakukan duplikasi

D. Akses terdekat ke KI Mantuil

E. Mantuil FSnya sudahada

F. Payung hukumnya bisa dijadikan
kepada KSN Banjarbakula

G. Kenapa tidak dibahas di Konreg?
Karena sudah direkomendasikan
pada Rakortekrenbang

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat:

- A. Lahan, Doklingdan DED belum
lengkap

- B. FSsudah

- C.DED masihdalamreview

- D. Jikasudahsiapsemua
dokumennya, barubisa
dilaksanakan pada tahun 2026

- E. Perencanaannya dapat
diakomodir oleh PUPR

- F. Sesuai RENCUM PUPR,
timelinenya 2025-2029

- G. Untuk yang ada di RENCUM,
statusnya di DEDkan yaitu

Dit. Transportasi :

A. Untuk usulanJembatan Baritolll
dilakukan review kembali

B. RC, DED, Lahandan Dokling
belum siap

C. Akses jalanterdekat ke
jembatan tersebut belum tersedia
D. Untuk FS, RO di PNnya belum
tersedia

E. Khawatirnya jika diakomodir
belum bisa ditagging di Krisna
Selaras

F. Apakah didalam RENCUM
apakahlokasinya sama dengan
Pemda

Diakomodir
dengan
catatan

penyesuaian

nomenklatur
menjadi

Penyelesaian

DED serta
pemilihan
lokasi dapat
dibahas detail
antara

Kementerian

PUPR dan

Pemerintah
Provinsi

Kalimantan
Selatan




BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

H. Mohon untuk tidak ditarik ke Kl
Mantuil, melainkan KSN
Banjarbakula

Jembatan Baritol,jika yang
dimaksud Mantuil belumada FSnya
H. Adanya alternatiflokasiyang
disiapkandaerah

I. Bina Marga belum menyetujui,
namun usulannya akan ditinjau
Bersama

J. Merupakan duplikasidari
Jembatan Barito | karena sudah
cukup tua

K. Nomenklaturnya diubah menjadi
penyusunan DED

L. Secara nomenklatur dan
RENCUM tidakada Duplikasi
Jembatan Barito|

M. DED diusulkandi tahun 2025
merupakan Duplikasilembatan
Barito|

N. FS dari rekan-rekan provinsi,
Jembatan Barito Il ada 6 alternatif
yang mengarah ke Mantuil

O. Dilakukan untuk Pembangunan
daerahdi BaritoKuala

P. DED belum penyusunan DED,
barudiusulkandi 2025

Q. Apakah sistemnya duplikasi
Jembatan Barito| disebelahnya
atauyang di Mantuil

R. Akses ke Mantuil belum ada
payung hukumnya, oleh karenaitu
mobilisasikeJembatan Barito|

- G. Apakahusulannya bisadiubah
menjadi Penyelesaian DED
Pembangunan Jembatan Baritoll

- H. Belum terdapat rencananya,
jika masih perlu penyiapan FSdan
DED perlumasukandari PUPR
untuk ditanyakan prioritasnya

- |.DalamRantekno ada 21 Kl
Prioritasdan 6 KEK Prioritas,
namun KI Mantuil belum masuk

Dit. IPEK
- A. Akan disampaikan kepada
rekan-rekan di Perindustrian




BAPPENAS

Kementerian Perencar

Perencanaan Pembangunzn Nasiona
Badan Perencanazn Pembznqunzn Nasiona

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

W
|

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

S. DuplikasiJembatan Barito |
DEDnya belum

T. Beda akses, jika diarahkan keKI
Mantuil perludasar hukumnya
(perlu payung hukum KI Mantuil
seperti terncantum pada RPJMN)
U. FS Mantuil disusun Prov.Kalsel
pada tahun 2022

V. 2025 sepakatdengan DED dan
FSnya

W. Tetap diperlukan payung
hukum setelah angka 2029
(Perpres/RPJMN)

X. Perlu FS, dasar hukumnya perlu
Kl Prioritas

No

Usulan

Volume

Satuan

Usulan

Kesepakatan

Lokasi Kab/Kota

Kementerian/Lembaga

Hasil
Kesepakatan

13

Peningkatan
Embung Ulin
Landasan Ulin
Kota Banjarbaru

Unit Kota Banjarbaru

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Agenda Pembangunan

Sasaran Visi

Arah Pembangunan Nasional

02 Transformasi Ekonomi

Maju

01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara

16 Berketahanan Energi, Air, dan
Kemandirian Pangan

Program

Kegiatan

KRO

RO

Ditolak




BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FC-Program Ketahanan
Sumber Daya Air

Lainnya

5039 - Pengembangan
Bendungan, Danau, dan
BangunanPenampung Air

dan Irigasi

RBG - Prasarana BidangSDA

001 - Bendungan yang
direhabilitasi/ditingkatkan
kapasitasnya

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan:

A. RC, DED padatahun2020

B. Nilai stategis bagaimanaperan
sebagai pengendalian banjir dan
Kahutla di Banjarbarudan
Kalimantan Selatan

C. Progres DED sudahdilakukan
pada tahun 2020, percepatan
peningkatan embung akibatKahutla
disekitar Bandara terjadisetiap
tahun dan kekurangan air

D. Merupakan tindaklanjutdari
percepatan peningkatan embung
E. Areanya tidak masuk ke dalam
PT. Angkasa Pura

F. Embungnya sudah ada, terdapat
abrasi, erosi dan mengalami
pendangkalan

G. PT. Angkasa Pura memiliki
embung di KawasanBandara

H. Di depan pintu keberangkatan
terdapat embung yangcukup besar

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat:

- A. Sudah dibahas pada
pembahasan sebelumnya, harus
ada mekanisme penyelarasan

Dit. SDA :

A
B.




NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- |. Pembangunan Embung dilakukan
melalui APBD

Dinas LH Kalsel
- A. Pada2023,KalimantanSelatan

mengalami kebakaran hutan,
sehingga menjadiisunasional

- B. Sehingga perlu peningkatan dari
kapasitasembung

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
14 | Jalan Lingkar Kementerian Pekerjaan
Lintas Tengah 130 130 Km Kota Banjarbaru Umum dan Perumahan
Pulau Laut Rakyat Ditolak untuk
P . diarahkan
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
sementara ke
. . 02 Kemiskinan MenujuNol Persendan 04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas DAK (sesuai
02 Transformasi Ekonomi . ’ h
Menurunnya Ketimpangan Ekonomi ara
kebijakan dan
Program Kegiatan KRO RO menu)
maupun
2409 - Pelak: P i
GA - Program Infrastruktur dan P e. aksinaaKn re.stervaS| RBC- Prasarana Bidang 003 - PembangunanJalan skema
Konektivitas an enlrﬁg atan Rapasttas Konektivitas Darat (Jalan) Strategis (ProPN) pendanaan/
Jalan Nasional .
pembiayaan
lainnya
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III- PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan: | Kementerian Pekerjaan Umum dan Dit. Transportasi :

- A LingkarTengah posisinyada di

Banjarbaru

B. FS sudah ada sejaktahun 2020

C. DED dan Dokling 2021

D. Lahan perencanaanakanselesai
di 2024-2025

E. Traseberbentuk radialdari
Jembatan Pulau Laut menuju Timur
melalui Tanjung Seloka

F. Untuk mendukung rencana
pengembangan pada KEK Mekar
Putih

G. Ada aktivitas pada lintastengah,
sehingga diusulkan

H. KEK Mekar Putih posisinya ada di
Kotabaru

I. Sudah berproses pada Dewan KEK
Nasional

J. Terkoneksi dengan jembatan
penghubung dan deep seaport

K. Kl Batulicin sudah on going

L. KEK Setangga ada di Batulicin

M. Pembangunan infrastruktur yang
didorong, melainkan kebutuhan
untuk membangkitkan ekonomi di 2
Kabupaten

N. RENCUM yang dibuatoleh PU,
apakah sudah mempertimbangkan
keberadaan IKN

Perumahan Rakyat: - A. Sudah adaintervensi pada sisi

- A. Untuk rencanajalandiPulau
Laut baru ada disisi baratuntuk
mendukung Pelabuhan Mekar
Putih di 2035-2039

- B. Status di lintas tengah belum
ada statusnya

- C.JalanNasionaltidakbolehada
fungsiyangsama

- D. Jika dibangundapatdiarahkan
kepada pendanaanyanglainyang
sah

- E. Inpresditahun 2025 belum
diketahui apakahakanadalagi

- F. Perlukonfirmasi dari Kemehub
terkait Pelabuhan Mekar Putih

- G. Belumadadasar hukumyang
memayungi

Barat

B. Pemantapan jalansudah
dilakukandisisibarat

C. Status lintas tengah bukan jalan
nasional

D. DAK Tematik di 2025 masih
menunggu

E. Saatini dalamrancangan
teknokratik RPJIMN, KEK Mekar
Putih belum masuk ke dalam®6
prioritas

F. Masih menunggu regulasi dari
RPJMN untuk menjadi sandaran
kebijakan

G. Saatini masih mengoptimalkan
ruas jalanyangada




NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 0. Kebutuhan Ekonomi dan
Kebutuhan Infrastruktur dari PU
diharapkanselaras

Daya Saing Industri

Pengolahan (Hilirisasi) dan
Pemasaran HasilPerkebunan

Lingkungan Hidup

Pertanian, Kehutanandan

Tanaman Perkebunan

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan:
- A. Padaprinsipnya Pemda
menyesuaikan

Kementerian Pertanian:
- A. Selaras dengan Rakortekrenbang
diakomodir

Dit. PP :
- A
- B.

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
15 | Sarana dan Kab. Banjardan
Prasarana Pasca 3 3 Unit Kab. Hulu Sungai Kementerian Pertanian
Panen dan Selatan
Pengolahan Kopi — -
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional
02 Transformasi Ekonomi 01 l_’endapatan Per Kapita Setara Negara 04 Iptekf Inovasi dan Produktivitas
Maju Ekonomi
Program Kegiatan KRO RO
o 5889 - Pasca Panen, RBK- Prasarana Bidang . .
EC-Program Nilai Tambah dan 001 - Prasarana Pascapanen Diakomodir
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NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

terkait solar driyer dapat
dipertimbangkan kembali

- B. Dengan catatan untuk UPH, jika

02 Transformasi Ekonomi

Maju

01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara

Ekonomi

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas

Program

Kegiatan

KRO

RO

EC - Program Nilai Tambah dan
Daya Saing Industri

5889 - Pasca Panen,
Pengolahan (Hilirisasi) dan

RAG - Sarana BidangPertanian,
KehutanandanLingkungan

001 - Sarana Pascapanen

Pemasaran HasilPerkebunan Hidup

Tanaman Perkebunan

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
16 | Sarana dan Kab. Tanah Laut,
Prasarana Pasca Kab. Barito Kuala,
Panen dan 4 4 Unit Kab. Hulu Sungai Kementerian Pertanian
Pengolahan Selatan, dan Kab.
Karet Hulu Sungai Tengah
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional Ditolak untuk

diarahkan
sementara ke
DAK (sesuai
arah
kebijakan dan
menu)
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PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :

- Salahsatuhilirisasiindustrike
depan adalah Karet

- B. RCnya akandilengkapi

- C.Pisausadap, mangkoksadap

- D. Nilai startegis:Sarpras pasca
panen agar dapatmeningkatkan
nilai tambah produksi karet

- E. Merupakan komponen hilirisasi

Kementerian Pertanian:

- A. RO Karet akandiusulkan pada
menu DAK

- B. Menu usulan DAK dibahas lebih
lanjut

- C.Hasil pembahasan Musren dapat
dijadikan pertimbangan lokpri DAK

Dit. PP :

- A Perludilengkapi polygon
kawasan

- B. Untuk RO pasca panenada,
namun perlu konfirmasi dari
Kementan

- C.Untuk RO tersebut tidak
mencakup tanaman Karet

- D. Untuk DAK, saatini masih
membicarakan detail dari

02 Transformasi Ekonomi

02 Kemiskinan MenujuNol Persendan
Menurunnya Ketimpangan

08 Perkotaan sebagaiPusat Pertumbuhan
Ekonomi

Program

Kegiatan KRO

RO

003 - Bantuan Pembangunan
Rumah Susun Hunian
ASN/TNI/POLRI

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

menunya
Volume ;
. . Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
17 | Pembangunan Kementerian Pekerjaan
Rumah Susun 34 34 Unit Kota Banjarbaru Umum dan Perumahan
ASN Pemerintah Rakyat
Prov. Kalsel — -
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional

Diakomodir
dengan
catatan

mempertimba
ngkan
ketersediaan

pagu
anggaran




IIf
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NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :

- A. Rusun ASN posisinyaada di
Banjarbaru

- B. RClengkap (MP, DED, Amdal
2020)

- C.lLuasnya10Ha

- D. Merupakan Major Project1 juta
rumah ASN, Polri, TNI

- E. Dapatmenampung ASN yang
cukup banyak

- F.Sudahtersediajalanakses
menuju lokasiselebar 6 meter

- G. Tidak berbatasan dengan Sungai
danPantai

- H. Telahterlayani Listrik dan
jaringanairtanah dan PDAM

- |.Rusun ASN usulansecaraRC
sudahlengkap (status tanah sudah
cleanandclear,8 Ha sudah
bersertifikat)

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat:

- A. RPIW timelinenya di tahun 2026

- B. Konreg sudah masuk, tapi belum
diketahui status dari RCnya

- C.UsulanRusun ASN tidak dibahas
pada Rakortekrenbang (Remedial)

- D. Hasil konreg masuknya di FK-B
nonprioritas

Dit. Perkim :

- A. Rusun untuk ASN dapat
direkomendasikan

- B. Deman yangjelas (tidak
oversupply)

- C.Aspek kelembagaan

- D. Kejelasanlahanyangcleanand
clear

- E. Rusunyang direkomendasikan
untuk ASN, maka diakomodir

- F. Rusun perludiperhatikan
keberlanjutannya

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
18 | Pembangunan Kementerian Pekerjaan Diakomodir,
Rumah Susun 86 86 Unit Kota Banjarbaru Umum dan Perumahan dengan catatan
Mahasiswa Rakyat RCselesai pada
Universitas A da Pemb S Visi Arah Pemb Nasi | tahun 2024
Lambung genda Fembbangunan asaran Visl ra embangunan Nasiona (jika belum




NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

BAPPENAS .
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PROVI NSI KALI MANTAN SELATAN
Mangkurat 01 Transformasi Sosial 02 Kemiskinan MenujuNol Persendan 08 PerkotaansebagaiPusat Pertumbuhan selesai maka
(Putera) Menurunnya Ketimpangan Ekonomi tidak dapat
diakomodir)

Program

Kegiatan KRO

RO

004 - Bantuan Pembangunan
RumahSusunHunian
MBR/Pekerja

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :

A. Terletak di Banjarbaru (unit
selain di Banjarmasin)

B. Luaslahan3,7 Ha

C.RC belum siap, proposal asrama
putra

D. Dukungan Lembaga, pemerintah,
kesesuaiantata ruang,sertifikat
tanahsudahsiap

E. Untuk mendukung Kampur
Merdeka dan Merdeka Belajar

F. Memberikan hunianyanglayak
bagi Mahasiswa dan keluarganya
G. Progresnya pemanfaatan pola
ruang RTRW yang sudah sesuai
dengan peruntukannya

H. Sudahtersedia akses jalanke
lokasi

|. DED padatahun 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat:

- A. Rusun Mahasiswa di Banjarbaru
tidak terbahas pada Konreg

- B. Perludipastikan RCnya apakah
sudahsesuaiatau belum

- C.RC harus selesaidalamSiBaru

Dit. Perkim :

A. Rusun untuk mahasiswa belum
menjadi prioritas

B. Untuk Rusun/Asrama ini belum
bisa diakomodir di APBN

C. Prioritas adalah peningkatan
rusunyang sudahada

D. Jika RCnya terpenuhi pada
tahun ini bisa diakomodir
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PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- J. Putra dan Putri di lokasiyang
sama

- K.RC padatahun 2024 jika masuk
ke dalamrencana tahun depan
akan dialokasikan pada APBD 2024

Program

Kegiatan KRO

RO

004 - Bantuan Pembangunan

Rumah SusunHunian
MBR/Pekerja

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan:

- A Terletak di Banjarbaru (unit
selaindi Banjarmasin)

- B. Luaslahan3,7Ha

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat:

- A. Rusun Mahasiswa di Banjarbaru
tidak terbahas pada Konreg

Dit. Perkim :

- A. Rusun untuk mahasiswa belum
menjadi prioritas

- B. Untuk Rusun/Asrama ini belum
bisa diakomodir di APBN

Volume Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K Kat
Usulan Kesepakatan St

19 | Pembangunan Kementerian Pekerjaan

Rumah Susun 86 86 Unit Kota Banjarbaru Umum dan Perumahan

Mahasiswa Rakyat

Universitas — -

Lambung Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional

Mangkurat e 02 Kemiskinan Menuju Nol Persendan 08 PerkotaansebagaiPusat Pertumbuhan

(Puteri) 01 Transformasi Sosial ) ;

Menurunnya Ketimpangan Ekonomi . .
Diakomodir,

dengan catatan

RC selesai pada
tahun 2024
(jika belum
selesai maka
tidak dapat
diakomodir)




NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

C.RC belum siap, proposal asrama
putra

D. Dukungan Lembaga, pemerintah,
kesesuaiantata ruang,sertifikat
tanahsudahsiap

E. Untuk mendukung Kampur
Merdeka dan Merdeka Belajar

F. Memberikan hunianyanglayak
bagi Mahasiswa dan keluarganya
G. Progresnya pemanfaatan pola
ruang RTRW yang sudah sesuai
dengan peruntukannya

H. Sudahtersedia akses jalanke
lokasi

|. DED padatahun2024

J. Putra dan Putri di lokasiyang
sama

K. RC padatahun 2024 jika masuk
ke dalamrencana tahun depan
akandialokasikan pada APBD 2024

B. Perludipastikan RCnya apakah -

sudahsesuaiatau belum

C.RC harus selesaidalamSiBaru -

C. Prioritas adalah peningkatan
rusunyang sudahada

D. Jika RCnya terpenuhi pada
tahun ini bisa diakomodir

Volume i
. ] Hasil
No Usulan Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga K
Usulan Kesepakatan Kesepakatan
20 Bibi.t ikan Kab. Hulu Sungai . Diakomodir
keglata? . 1300000 1300000 Ekor Selata.n, Kab. Hulu Kementerlan Kelautandan dengan
restocking (ikan Sungai Utara, dan Perikanan catatan
gabus ukuran 3- Kab. Tanah Bumbu ketersediaan
— - anggaran
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional untuk bisa




NOTULENSI

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

5 cm dan lkan

Betok/Papuyu)

02 Transformasi Ekonomi

01 Pendapatan Per Ka pita Setara Negara
Maju

11 StabilitasEkonomi Makro

Program

Kegiatan

KRO

RO

002 - Keanekaragaman Hayati
Perairanyang dikelola
pemanfaatannya secara
Berkelanjutan

Catatan dan Tanggapan

Pemerintah Daerah

Kementerian Lembaga

Direktorat Sektor Bappenas

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan :

A. 2024 sudah selesai IRPLuntuk
Ikan Gabus

B. Bukan hanya restockingsaja,
namun pembenihannya di
Masyarakat

C. Dibutuhkan bibitlkan Gabus
D. Restockingdi alamdan
mengusulkan di unit-unit
pembenihan

Kementerian Kelautandan Perikanan:

- A. Bantuan benindan/ataucalon
ikanindukairtawar

- B. Dapatdiakomodir,namun
menyesuaikan ketersediaan

Dit. KP :

A. Lokasi restockingnya apakah di
alam

B. Dapatdiakomodir untuk bibit
ikan dan pembenihan

C. Namun perlu diperhatikan stock
bibitdi UPT Banjarbaru untuk
Gabus dan Betok

D. Untuk restockingalam, akan
dikonformasi oleh KKP

E. Untuk restockingke alamsaat
ini belum tersedia

F. Usulandapatdisampaikan ke
Balai Benih lkan setempat

menyediakan
bantuan
benih
diarahkan ke
UPT
Banjarbaru

3. REKAPITULASI
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III- PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunzn Nasional/
Badan Perencanazn Pembanqunzn Nasional

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

HASIL KESEPAKATAN TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN

Total: 13 Usulan
e Diakomodirseluruhnya:4usulan
Diakomodir e Diakomodirsebagian:3usulan
Diakomodirdengan catatan (ketersediaan anggaran, RC, dsb): 4usulan
Diakomodirdengan catatan penyesuaian usulan/nomenklatur: 2usulan

Total: 7 Usulan
Ditolak e Ditolakseluruhnya:2usulan
e Ditolak untuk diarahkan ke DAK:5 usulan

Tidak Terbahas Total : O




